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PEMOGOKAN DAN PEMAHAMAN BURUH MENGENAI UPAH

SEBUAH CATATAN
F·,::IUZ:.i. (')bclullc\h

Bukan rahasia lagi bahwa Jumlah aksi buruh pada tahun 1994
yang masih amat muda i"i meningkat pesat dibanding bulan yang
sama tahun sebelumnya atau bahkan dibanding dengan bulan
puneak tahun 1993 dan 1992. Pada bulan Januari 1994 saja
menurut Harlan Terbit tanggal 9 Pebruari tereatat sekitar 72
aksi di Jabotabek. Suryadi meneatat terJadinya 102 pemogokan
di DKI dan Jawa Barat (PR. 12 Pebruari 1994). Semen tara itu
Menaker hanya menyebutkan angka 48. Adalah menarik untuk
membaca persepsi buruh mengenai situasi ekonomi mereka dari
tuntutan yang mereka rumuskan sendiri. Sebagai bahan untuk
dianalisis, kami kemukakan data aksi buruh tahun 1993 di
Jakarta dan Jawa Bardt sebagaimana di muat di pelbagai mass-
media. Pada tahun tersebut telah terjadi aksi buruh sebanyak
227 kali. Tuntutan yang dikemukakpn dalam keseluruhan aksi itu
seeara kasar terhitung sebanyak 686 buah. Dari sekian tuntutan
itu seeara kasar pula dikatagorikan sebagai berikut 442
t.un t.u t.an (64~1·!~!.') bf:')I'-~:;.i.fi:":lt.0"~\kC)I·lomi',"."1~:)7 (:,?2~19'1.) bE\I'··~:;i"f<::\t
politis, 42 buah (6,1%) dikatagorikan lain-lain (seperti euti,
menuntut jam istirahat, adanya we, dll) dan 45 buah (6,6%)
tuntutan yang khas buruh perempuan (tabel terlampir). Jadi
sam a seperti tahun ini nampaknya, tahun lalupun yang amat
menonjol adalah tuntutan ekonomis.

Karena berita koran sering amat sing kat dan tidak memberi
penjelas~n banyak, maka kami mengadakan survey kasar pengupa-
han di 13 perusahaan di Jabotabek. Dengan bekal kedua sumber
informasi itu, dapat disimpulkan b~hwa yang menjadi keprihat-
inan buruh tidak hanya soal upah yang rendah akan tetapi lebih
lua ss c!c.;\r·i.i t.u.

Tuntutan Ekonomis
Seeara garis besar, tunt0tan yang bersifat ekonomis itu ter-
d i rL eli:":l.I,.·j~

Upah minimum reqional (UMR) eliberlakukan sesuai dengan
pu tU!5c:inr-IE)ni"k.E~I'·· •

UMR elitafsirkan sebagai upah pokok saja tanpa tunjangan
apapun ..

Dibayarkannya upah lembur/pembayaran upah lembur sesuai
PE'I"·,::ttul,··,,:tn..
- Kenaikan upah elisesuaikan elengan masa kerja dan/atau inflasi

Dihapuskannnya/elipertanggung jawabkannya pemotongan upah
yang eliberlakukan eli perusahaan masing-masing seperti potongan
Astek elan iuran SPSI yang berbeela-beela (prosentasenya elari
upah) antara satu pabrik ke pabrik lain. Potongan lain berupa
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pot onqan
potoriq.ari

untuk pajak, potonqan kar@na
kar@na rusaknya alat produksi

p@langgaran disiplin,
dan/atau hasil produk-

si, dan sebaqainya.
Dib@rikan/ditingkatkannya atau pr@mi seperti

tunjangan makan, transport, uang shift, pr@mi hadir, dan lain-
lain termasuk seragam dan Tunjangan Hari Raya.

Tuntutan pemberian pesangon bag! yang di PHK
Adanya Ast@k/jamsostek di p@rusahaan yang bersangkutan
cill..

t.uni ,::\j"',q<::\l"l

~:ondisi up ah

Uar1 sekian ban yak rumusan tuntutan sDal upah, ada empat soal
yang cukupmenonjol, yaitu

Soal jumlah upah. Jumlah upah yanq mereka, terima sekarang
dianggap tidak cukup untuk mendukng kehidupan mereka cialam
taraf yang minim sekalipun. Tuntutan diberiakukannnya UMR.
dibayarkannya' upah lembur, diberikannya tunjangan-tunjangan
dan sebagainya menunjukkan hal ini. Kesimpulan itu diperkuat
oleh poster-poster yang mereka bawa saat pemogokan, seperti
mi,,:;,::lln'li:':'l:: II l(i:':\f1l:i.I::lUki:':\nmf:0~::;,:i,n , I"',i:':\I'''q,::\i tE~nEl(;;,!a kam i •II

Sbal definisi upah minimum. Dalam banyak pemoqokan, buruh
menqartikan UMR sebagai upah pokok saja, tidak termasuk ragam
macam tunjangan atau premi. Pemahaman ini timbul mungkin
sebaqai reaksi balik atas kebijakan p@nqupahan penqusaha 'lanq
membagi upah m@njadi komponen-komponen dan tidak memberikan
komponen t@rtentu jika buruh tidak masuk kerja denqan alasan
yanq syah seperti cuti sakit, cuti tahunan, libur resmi, dan
lain s~baqainya. Bentuk tuntutan biasanya dinyatakan = Terap-
kan UMR. Berikan uang makan, uanq transport, premi hadir dan
sebagainya.. Termasuk dalam kataqori definisi ini adalah
untuk siapa upah minimal diberikan. Praktek yanq relatif umum
adalah menyamakan atau membedakan sedikit saja antara buruh
baru denqan yang sudah lama bekerja ..Dan dalam hal kenaikan
upah, sebagian penqusaha menaikkan upah hanya apabila ada
kenaikan UMR ..atau menaikkan setiap tahun atas dasar prestasi
buruh yang bersangkutan ..Sementara itu ukuran prestasi itu
tidak pernah jelas karena penilaiannya merupakan kewenanqan
atasan merek~.. Bentuk tuntutannya adalah naikkan upah
sesuai masa kerja.

- Upah sebaqai baqian dari mekanisme kontrol perusahaan ..Dalam
praktek upah sering dikaitkan dengan mekanisme kontrol ini,
seperti misaln'la ada pemotongan upah bila buruh terlambat,
Iupa mengenakan tanda penqenaI, target tidak dicapai, rusaknya
alat produksi atau hasil produksi, terlalu lama k@ wc, dan
sebagainya ..Keticiak puasan buruh atas realitas ini dibuktikan
denqan adanya tuntutan untuk menghapuskan macam-macam potongan
u pa h ..
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Dasar penentuan upah. Tuntutan yang menqhendaki agar masa
kerja diperhitungkan dalam kenaikanupah dapat ditafsirkan
sebagai kehendak untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari
penentuan dan kenaikan upah. Penafsiran ini diperkuat oleh
adanya tuntutan agar perincian upah diperjelas, memperjelas
up~h borongan~ mempertanyakan mengapa upah naik (disesuaikan
dengan UMR) targetpun naik juga~ dan sebagainya. Tuntutan lain
yang mendukung juga adalah tuntutan untuk menaikkan upah
sesuai dengan KFM atau KHM.

Kebijakan pengupahan

Sebagian tuntutan buruh terse but di atas berlaku pula
kritik atas kebijakan pengupahan pemerintah.

sebagai

Jumlah UMR. Tuntutan buruh untuk mendapatkan upah
dengan KFM/KHM dan dalam mempersiapkan tuntutan itu
menghitung sendiri KFM/KHM di wilayah mereka m0rupakan
nyata atas jumlah UMR yang ditetapkan pemerintah. Juga
mereka untuk mendapatkan tunjangan di luar jumlah yang
tapkan dalam UMR memperkuat tafsiran ini.

sesual
mereka
kritik
upaya
dite-

- 8erkaitan dengan jumlah UMR ini Menakerpun tidak menjelaskan
mengapa UMR untuk wilayah tertentu itu jumlahnya seperti yang
diputuskan, apa alasannya, mengapa kurang jumlahnya dari KHM
untuk lajang sekalipun dan sebagainya. Proses penentuannyapun
bersifat tertutup -- artinya proses pengambilan keputusan baik
di tingkat DPPD, Gubernur, DPPN maupun ditingkat Menteri tidak
diumumkan kepada publik terutama buruh. Salah satu
ketertutupan ini adalah tidak jelasnya dasar-dasar yang
nakan untuk menentukan jumlah nominal UMR.

aklbat
digu-

Soal definisi UMR. Upah dalm ketentuan.UMR dinyatakan ter-
diri dari upah pokok (sedikit~dikitnya 75%) ditambah dengan
tunjangan tetap (sebanyak-banyaknya 25%). Apa yang dimaksud
dengan tunjangan tetap, apakah boleh dipotong saat buruh sakit
dengan surat dokter atau cuti, dan seba0aiya tidak jelas
disebut. Ini dapat memeberi keleluasaan kepada perusahaan
untuk menyusun upah dalam komponen yang stabil dan komponen
yang hanya dibayarkan denga kondisi tertentu (dibaya~kan kalau
buruh masuk kerja atau masuk te~us mene~us selama 1 minggu,
dan sebagainya). Berkenaan dengan definisi ini juga, Ketetapan
UMR tidak menyebutkan secara jelas untuk siapa UMR dibe~laku-
kan. Inipun membe~i keleluasaan kepada pengusaha untuk tidak
menghargai pengalaman dan masa kerja bu~uh. Upah buruh ba~u
dan yang sudah bekerja bertahun-tahun bisa s~ja disamakan. Dan
ketidak jelasan inipun memudahkan pengusaha untuk menqqunakan
pola pengupahan sebagai bagian dari mekanisme kontrol me~eka.
Misalnya untuk mencegah bu~uh mengambil cuti HI, maka pengusa-
ha dapat memberikan hanya upah pokoknya saja.
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Pengawasan Depnaker. Kenyataan bahwa tuntutan penerapan UMR
dan pembayaran upah lembur yang jelas aturannya harus disam-
paikan lewat mogok, menunjukkan sangat kurangnya pengawasan
Depnaker. Tidak hanya itu saja, malah k~sunqquhannya untuk
menerapkan apa yang sudah menjadi pearturan diragukan. Sebagai
contoh, dalam banyak kasus pemagokan menuntut diberlakukannya
UMR atau upah lembur, biasanya dalam perundingan diputuskan
bahwa sejak mogok itulah perusahaan diwajibkan membayar apa
yang menjadi hak buruh sebagaimana ditentukan dalam peraturan.
Pelanggaran yang dilakukan sebelum itu biasanya tidak diper-
soalkan. Ini menimbulkan kesan bahwa pelanggaran tidak apa-apa
asal buruhnya tidak prates. Kalau prates baru diselesaikan.
O;;:\nk'::'I""E·~n,::\.i t.u pu le. ba r..·i:;·ln(]k.i:':\l:Li::lul'''uhmouok t:.E'~I'''lE·'I::)ihc1i:':'ihulu
baru kemudian petuuas Depnaker dipanugil/didatangi dan i::lukan-
nya mengadukan pelanguaran perusahaan kepada Depnaker tanpa
mogok. Begitu pula dengan penguunaan upah sebagai i::lagiandari
mekanisme pengawasan, terutama dalam soal pematanuan upah.
Peraturannya sudah ada (Peraturan Pemerintah namar 8/81, akan
tetapi pemotongan upah dipraktekkan cukup meluas .dan tidak
t(=~I'"j<':\d:1.i::\ pa....·c:\pa .

Kesimpulan
Ternyata buruh menangkap realitas pengupahan tldak hanya
melihat darl ju~lah nominal saja (yang memang kurang), akan
tetapi juga bagaimana upah itu diberikan sekaligus menjadi
semacam alat kontrol bagi mereka. Mereka melihat juga bahwa
landasan pen eta pan upah itu tidak jelas. Apa yang mereka
atangkap sebagai gejala di perusahaan nampak terkait erat
dengan kebijakan pemerintah dan kesan ini diperkuat dengan
lemahnya pengawasan pemerintah atas perusahaan sehingga pe-
langgbran hal-hal yang sudah sangat jelas peraturannyapun bisa
rnF:~1. u ,::\~:~•

DIeh karena itu nampaknya terlalu sederhana untuk menyelesai-
I,;., \ ,"', ,:; C') '.' i: ,..,('",.,("1\ \, .., ':.' ,.., ':.' ,") .; ,.,:i C" (::.,,.., ("J ':.\ , .. , ,") ':: "1 \/ ':.' . IJ '::.'1'''\ \ cc :> ,") :> ".\ ("I .,' r" L; (.;" t ('","j ·t.. \ \ ':.' ,..,•••• • <;:>. •• ••• ••• ::.... •• (.;\ <.;\ ,A, .J,.. ••••• :: (.. ( •• ~.' (.;~ •• \.... •• ••• ,. (;;\ (;;\ f'_ ::. (.;\ ~ ••• , ••• ,. " " <.:\

UMR dipatuhi pengusaha. Kebijakannya itu sendiri menjadi
bagian dari masa1.ah.

.!.j.

"


